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ABSTRAK 

Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan 

Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik 

Indonesia menimbulkan polemik yuridis terkait pembagian kewenangan antara 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(Polri). Kebijakan tersebut memperluas keterlibatan TNI dalam perlindungan 

terhadap Kejaksaan yang sebelumnya merupakan kewenangan Polri, sehingga 

berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan konflik antar lembaga 

negara. Kondisi ini memunculkan persoalan mengenai kepastian hukum, asas 

legalitas, serta prinsip supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis keterlibatan TNI dan 

Polri dalam perlindungan terhadap Kejaksaan Republik Indonesia ditinjau dari asas 

legalitas, serta mengkaji potensi sengketa kewenangan antar lembaga negara yang 

dapat timbul akibat kebijakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan 

penegasan regulasi guna menjamin kepastian hukum, mencegah tumpang tindih 

kewenangan, serta menjaga prinsip negara hukum demokratis di Indonesia. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif atau doktrinal dengan melalui pendekatan perundang-undangan. Data 

yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif 

dengan metode analisis deskriptif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif 

mengenai permasalahan yang diteliti. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan keterlibatan TNI dalam 

perlindungan terhadap Kejaksaan melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 

2025 berpotensi bertentangan dengan asas legalitas dan hierarki peraturan 

perundang-undangan, karena memperluas kewenangan TNI tanpa dasar delegasi 

yang jelas dalam undang-undang. Selain itu, kebijakan tersebut berpotensi 

menimbulkan sengketa kewenangan antar lembaga negara serta mengaburkan batas 

antara fungsi militer dan penegakan hukum sipil.  

Kata Kunci: asas legalitas, sengketa kewenangan lembaga negara, TNI, Polri, 

Kejaksaan Republik Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 


